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Abstract 

The aim of this research is to find out how village office employees perform in efforts to 
optimize public services in Tanjung Leidong Village. This research is qualitative research 
which prioritizes an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is 
intended to analyze problems by combining materials in the form of secondary data with 
primary data obtained in the field, namely regarding the implementation of the work plan for 
the Tanjung Leidong village government. The types and sources of data used in this research 
are divided into primary data (interviews, observations) and secondary data obtained from 
library materials. All data that has been collected by researchers is carried out in an analysis 
process based on performance standards according to Sumoroto, namely efficiency, 
effectiveness, fairness and responsiveness. Based on the results of the analysis related to the 
problems above, the researcher concluded that the performance of the Tanjung Leidong 
Village government in discussing and preparing village government work plans has not been 
implemented well, this is influenced by several factors, namely the lack of cooperation 
between village government institutions, the existence of programs work that is not on target, 
the village government is less responsive in absorbing the aspirations and desires of the 
village community. 
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Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan salah 

satu tanggung jawab dari instansi 

pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, 

maupun di desa. Pelaksanaan pelayanan 

publik ini merupakan salah satu fungsi 

pemerintah dalam melakukan 

kemudahan pada masyarakat dalam 

menggunakan hak dan kewajibannya 

(Solikhin, 2017). Keberhasilan 

pembangunan desa bukan hanya terletak 

pada kemampuan pemerintahan desa 

saja, tetapi juga berkaitan dengan sejauh 

mana partisipasi masyarakat dalam 

menjalankan program pembangunan. 

Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 

2011:110) partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan sangat diperlukan mulai 

dari tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta 

tahap evaluasi. Oleh karena itu, 

partisipasi masyarakat serta elemen 

pemerintahan desa merupakan hal 

penting dilakukan termasuk dalam 

proses penyusunan RKP Desa. (Rudiadi, 

2021).  

Berdasarkan hasil observasi 

menunjukan kinerja aparatur 

pemerintah Desa Tanjung Leidong dalam 

pelayanan publik seperti pelayanan 

pembuatan surat pengantar kartu 

keluarga (KK), pengantar kartu tanda 

penduduk (KTP), surat pindah, 

pengantar akte kelahiran, surat nikah 

dan surat keterangan tidak mampu 

masih belum optimal. Kurang optimalnya 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur 

pemerintah Desa Tanjung Leidong 

kepada masyarakat disebabkan karena 

masih rendahnya komitmen kerja 

aparatur pemerintah desa terhadap 

tugas dan fungsinya yang membuat 

kedisiplinan aparatur pemerintah Desa 

Tanjung Leidong terhadap tanggung 

jawabnya dalam pelaksanaan pelayanan 

publik tidak berjalan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari masih banyaknya 

aparatur pemerintah desa yang tidak ada 

di kantor saat jam kerja, yang disebabkan 

karena tidak adanya ketentuan waktu 

bekerja yang jelas bagi aparatur desa 

dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, aparatur pemerintah desa 

yang seharusnya bekerja dari jam 07.30 

sampai dengan selesai jam 14.30 menjadi 

tidak ada di kantor. Kantor desa yang 

seharusnya menjadi fasilitas tempat 

bekerja aparatur pemerintah desa sering 

tidak digunakan sebagaimana mestinya. 

Hal ini tentu kurang optimal mengingat 

bahwa fasilitas kantor desa yang telah di 

bangun di Desa Tanjung Leidong menjadi 

kurang bermanfaat baik bagi pemerintah 

desa maupun masyarakat setempat.  
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Aparatur pemerintah desa sebagai 

penyelenggara pelayanan publik bukan 

hanya mengatur dan mengurus 

masyarakat tetapi juga berkewajiban 

memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakatnya. Apalagi sebagai pelayan 

masyarakat, sikap disiplin harus selalu 

ditegakkan oleh aparatur pemerintah 

desa. Jika melihat kondisi kinerja 

pemerintah desa saat ini, sangat 

diperlukan yang namanya sebuah 

“evaluasi” untuk melihat seberapa jauh 

kinerja pemerintah desa dalam 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sehingga pelayanan 

kedepannya akan lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang “Evaluasi Kinerja 

Pegawai Kantor Desa dalam Upaya 

Optimalisasi Pelayanan Publik Di Desa 

Tanjung Leidong”.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan 

mengedepankan pendekatan yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis empiris 

dimasksudkan untuk menganalisis 

permasalahan dengan memadukan 

bahan-bahan berupa data sekunder 

dengan data primer yang diperoleh 

dilapangan yaitu tentang pelaksanaan 

Penyusunan rencana kerja pemerintahan 

desa Tanjung Leidong. Kualitatif 

merupakan penelitian yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis mendalam. Proses dan makna 

(perspektif subjek) lebih ditonjolkan 

dalam penelitian kualitatif. Landasan 

teori dimanfaatkan sebagai pemandu 

agar fokus penelitian sesuai dengan fakta 

di lapangan.  

Kualitatif juga di tafsirkan sebagai 

penelitian yang mengarah pada 

pengkajian pada latar alamiah dari 

berbagai peristiwa sosial yang terjadi. 

Selain itu, kualitatif didefinisikan sebagai 

jalan untuk menemukan serta 

menggambarkan suatu peristiwa secara 

naratif, (Denzin & Lincoln, 1994;Nazir, 

2005; Somantri, 2005 dan Creswell, 

2010).  

Jenis dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini dibagi 

dalam data primer (wawancara, 

observasi), serta data sekunder yang 

diperoleh dari dari bahan kepustakaan. 

Semua data yang telah dikumpulkan oleh 

peneliti dilakukan proses analisis 

berdasarkan standard kinerja menurut 

Sumoroto yaitu Efisiensi, efektifitas, 

keadilan, serta daya tanggap.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelayanan Perangkat Desa 

Pelayanan merupakan tugas 

utama yang hakiki dari sosok aparatur, 

sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat. Tugas ini telah jelas 

digariskan dalam pembukaan UUD 1945 

alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) 

aspek pelayanan pokok aparatur 

terhadap masyarakat, yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Salah satu kewajiban 

dalam membentuk suatu pemerintahan 

adalah kesediaan rakyat untuk menaati 

hukum dan mendukung kebijakan-

kebijakan yang  ditetapkan oleh 

pemerintah, sedangkan pemerintah 

mempunyai tugas memberikan 

perlindungan dan kesejahteraan kepada 

masyarakat. Ketika kewajiban ini 

dipenuhi maka timbullah suatu 

hubungan, suatu hubungan 

pemerintahan. Hubungan ini timbul 

antara pemerintah dan yang diperintah 

atau  masyarakat karena masing-masing 

pihak  mempunyai kedudukan dan 

peranan tertentu (Sholikin, 2018).  

Pemerintah berperan sebagai 

penyedia  layanan yang dibutuhkan 

masyarakat, dan masyarakat berperan 

sebagai penerima layanan dari 

pemerintah. Adapun tugas pemerintahan 

desa pada hakekatnya adalah mengatur 

dan melayani masyarakat dengan sebaik-

baiknya. Komitmen ini hanya bisa 

dipegang kalau rakyat merasa bahwa 

pemerintahan yang berjalan masih 

mengarah pada upaya untuk melindungi 

dan melayani masyarakat. Tugas 

pelayanan umum (public service) kepada 

masyarakat lebih menekankan kepada 

mendahulukan kepentingan masyarakat, 

mempermudah urusan masyarakat, 

mempersingkat waktu proses 

pelaksanaan urusan masyarakat dan 

memberikan kepuasan kepada 

Masyarakat. 

Faktor-Faktor Yang Mempengarahui 

Kualitas Pelayanan Publik Perangkat 

Desa 

Dalam memperoleh kualitas 

pelayanan publik yang baik maka yang 

perlu untuk diperhatikan adalah 

ketepatan waktu pelayanan yang 

berkaitan dengan waktu tunggu dan 

proses. Semakin cepat dan tepat waktu 

dalam proses pelayanan, maka akan 

membuat pengguna jasa semakin puas, 

selain itu kemudahan dalam pengajuan 
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permohonan dan kelengkapan 

administrasi yang menyangkut prosedur 

atau tata cara, tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan dilaksanakan. Dalam hal 

ini perangakat desa juga sering kali 

memiliki kesalahan yang sama seperti 

kesalahan dalam pembuatan dokumen 

(Ktp, KK, dll). Hal ini juga sudah 

dimaklumi oleh warga sekitar namun ada 

baiknya perangkat desa untuk 

mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang 

telah dilakukan.  

Kinerja Perangkat Desa dalam 

Pembuatan KTP, KK, dll. 

Dalam pelayanan administrasi 

seperti pengantar KTP dan KK ataupun 

pelayanan administrasi lainya selalu 

melalui tahapan - tahapan prosedur yang 

sudah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan 

dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, meminimalisir 

kemungkinan kemungkinan kesalahan 

dalam hal baik sumber data maupun data 

hasil proses pelayanan yang diberikan. 

Dengan demikian maka data yang 

dihasilkan benar - benar valid dan tidak 

ada resiko yang timbul akibat yang 

berimplikasi pada ketentuan peraturan 

dan perundang-undangan. Dalam hal ini 

termasuk bagaimana menjaga 

kerahasiaan terhadap dokumen milik 

perseorangan yang tidak untuk 

dipublikasi, serta demikian pula dengan 

adanya pembiayaan yang ditimbulkan 

adalah berdasarkan peraturan yang ada 

atau berdasarkan adanya kesepakatan. 

Sehingga tidak menimbulkan akibat yang 

bersifat pada pelanggaran hukum. 

Dengan pola atau mekanisme pelayanan 

seperti ini, pada umumnya masyarakat 

penerima layanan merasa puas dan 

merasa sangat terbantu dengan 

mekanisme yang diterapkan.  

Baik atau buruknya kualitas 

pelayanan tidak bergantung pada 

pandangan dan persepsi pihak penyedia 

jasa/jasa , melainkan berdasarkan  

persepsi konsumen serta peraturan 

perundang-undangan mengenai kualitas 

layanan. Pelayanan publik yang 

diberikan oleh instansi pemerintah 

belum  memenuhi kualitas yang 

diharapkan Masyarakat. Hal ini 

ditunjukkan dengan  adanya pengaduan 

masyarakat yang berbeda mengenai 

diskriminasi di sektor jasa. Misalnya saja, 

sebagian masyarakat kesulitan untuk 

mengajukan KTP (Kartu Tanda 

Penduduk) ke instansi pemerintah 

seperti (Sholikin, 2019). 

 Biaya tambahan akan dikenakan  

untuk layanan yang dipercepat. Selain 

itu, keluhan lain dari pengguna jasa 

adalah ketidakpastian waktu yang 
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menyebabkan penurunan kualitas 

layanan. Ketidakpastian waktu dapat 

menimbulkan persepsi yang kurang baik 

terhadap lembaga tersebut. Karena misi 

utama pemerintah  adalah melayani 

masyarakat, maka pemerintah harus 

terus berupaya meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Pelayanan publik 

merupakan sebuah pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak 

dasar setiap warga negara dan penduduk 

atas semua barang, jasa dan atau 

pelayanan administrasi yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan yang 

terkait dengan kepentingan publik. 

Kinerja Pemerintahan Desa  

Upaya peningkatan kinerja 

organisasi Pemerintah Desa merupakan 

suatu kewajiban yang harus dilakukan 

secara terus menerus dan 

berkesinambungan guna dapat 

mewujudkan kualitas pelayanan publik, 

yang dimaksudkan untuk melestarikan 

kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintahnya. Bagi pegawai 

pemerintah desa perlu memahami 

dengan pasti apa perannya dalam 

pelayanan publik, bagaimana 

mewujudkan kualitas layanan yang 

memuaskan bagi masyarakat sebagai 

penerima pelayanan publik, dan 

bagaimana seharusnya aparat 

pemerintah desa akan mampu melayani 

dengan baik. Banyaknya kendala yang  

dihadapi  pemerintah desa dalam proses 

pelayanan antara lain adanya keluhan 

masyarakat mengenai cara pelayanan 

yang diberikan oleh aparat pemerintah 

desa, termasuk sistem pelayanan yang 

sangat lambat, tidak transparan, dan 

tidak tepat waktu tidak pasti karena 

sistemnya mengutamakan layanan yang 

tidak sesuai seperti sistem daftar tunggu, 

memihak kolega dan kerabat, atau 

karena faktor tertentu seperti 

pembayaran suap (Sholikin, 2021).  

Penyampaian pelayanan seperti 

ini juga mempengaruhi penyampaian 

pelayanan,  sehingga pencapaian tujuan 

pemberian pelayanan dalam pelayanan 

publik tidak maksimal. Buruknya kinerja 

pelayanan publik berkaitan dengan 

tingkat pengetahuan  aparat desa 

mengenai kegiatan pelayanan, rendahnya 

disiplin kerja, serta kurangnya  

kesadaran dan tanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya. Kewenangan 

aparatur pemerintah desa bergantung 

pada kemampuannya dalam mengelola 

potensi sumber daya dan modal sosial 

komunitas secara optimal. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang sudah diteliti oleh 
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peneliti maka dari penelitian ini dapat 

ditarik kesimpulan hasil penelitin secara 

keseluruhan bahwa meskipun belum 

maksimal, tetapi kinerja Pemerintah 

Desa Tanjung Leidong dalam pelayanan 

administrasi kependudukan dapat 

dikategorikan cukup baik. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dipahami 

bahwa pada prinsipnya Pemerintah Desa 

Tanjung Leidong telah menunjukkan 

kinerja cukup baik dalam pelayanan 

administrasi kependudukan. Namun 

demikian masih perlu diadakan beberapa 

perbaikan khususnya pada mekanisme 

pengaduan Masyarakat, kinerja dalam 

pelayanan masyarakat. Hal ini dipandang 

penting karena melalui aduan 

masyarakat Pemerintah Desa akan 

mengetahui lebih detil apa yang menjadi 

aspirasi dan kebutuhan warga desa. Dari 

aduan masyarakat dapat dijadikan sebgai 

bahan kajian untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan selanjutnya. 
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